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ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini membawa implikasi pada
keterbukaan arus informasi antar Negara di seluruh dunia. Keterbukaan informasi itu
kemudian berimbas pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Diantara tata kelola pemerintahan yang banyak
disoroti oleh masyarakat adalah bidang pelayanan publik. Pelayanan publik di
Indonesia sering di pandang kurang efisien, prosedurnya berbelit-belit, serta waktu
dan biaya yang diperlukan tidak menentu. Sehingga pelayanan publik di Indonesia
masih jauh dari kata memuaskan bagi warga masyarakat. Atas dasar prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah melalui Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah merancangkan
kebijakan pentingnya mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini merupakan
upaya untuk mencermati bagaimana sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
berdasarkan prinsip Good Governance itu diaplikasikan di instansi pemerintahan.
Salah satu instansi pemerinahan tersebut yang menjadi objek penelitian ini adalah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan
yuridis empiris. Sementara sumber datanya merupakan sumber data primer yang
diperoleh dari subjek-objek secara langsung di lapangan melalui wawancara dan
observasi. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari bahan primer berupa undang-
undang, bahan sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme penyelenggaraan pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah
menerapkan prinsip Good Governance, tetapi belum sepenuhnya maksimal, seperti
khususnya indikator ketepatan waktu penyelesaian yang kurang akurat dan sosialisasi
perubahan alur pendaftaran yang semula bisa secara langsung menjadi berbasis online
melalui WhatsApp. Jika ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah, penyelenggaraan
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
sudah berjalan sesuai dengan prinsip persamaan dan keadilan dalam Islam, dengan
dibuktikan dengan adanya perlakuan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas,
lansia dan ibu menyusui. Namun belum berjalan sesuai dengan prinsip kemudahan,
dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu alur pelayanan dialihkan secara
online dan diwajibkan mendaftar melalui WhatsApp.

Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Siyasah Idariyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang
satu ke abjad yang lain atau dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam skripsi ini
yang dimaksud adalah pengalihan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan
transliterasi  Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan trasnliterasi yang
berdasarakan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998. Dengan uraian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba’ B Be

& 3’ T Te

< §&’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C ha’ H ha (dengan titikdi bawah)
d kha’ Kh ka dan ha

4 Dal D De

2 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J R&’ R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
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o Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
vl Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
5 &’ /. zet (dengan titik di bawah)
& ain ) koma terbalik di atas
£ Gain G ge dan ha
o F&’ F Ef
& Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
O Nan N En
3 Wawa W We
2 Ha H Ha
s Hamzah y Apostrof
] ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
J3 Ditulis Nazzala
O Ditulis Bihinna




C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

-

LULCN

Ditulis

Hikmah

e

Ditulis

‘illah

(ketentuan ini tidak lagi diperlukan di kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya,

kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h.

sl g Yidal S

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila Ta’ marbutah hidup atau berharakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis dengan t atau h.

kil 38

Ditulis

Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

. Lo A
Jad Fathah Ditulis
Fa’ala
. |
d Kasrah Ditulis )
A Zukira
Al Dammah Ditulis U
’ Yazhabu




E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis A
pit] Ditulis Fala

fathah + ya' mati Ditulis A
(el Ditulis Tansa

Kasrah + ya' mati Ditulis ]
Jaadl Ditulis Tafsil

Dammah + wawu mati Ditulis U
Jsal Ditulis usul

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati Ditulis Ai
AT Ditulis as-suhailt

Fathah + wawu mati Ditulis Au
a3 gl Ditulis ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

it

@A.M Ditulis A’antum

Al S ol Ditulis La’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Apabila diikuti huruf Qamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditranliterasikan sesuai

dengan bunyinya.

OiAl Ditulis Al-Qur’an
ouladl) Ditulis Al-Qiyas

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah
Ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,

dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

slaudl Ditulis As-Sama’

aaidad) Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

o g il gl Ditulis Zawi al-furad
FEWAITY Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital
Dalam sistem kepenulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam
transliterasi huruf kapital digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku

di EYD seperti hurufkapital untuk menuliskan huruf awal nama diri atau di
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permukaan suatu kalimat. Nama diri yang diawali oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf
awal kata sandang.

Contohnya:
e A 4 I 331 Ml Gldaay e

Syahru ramadan al-lazi unzila fihil-Qur*anu
K. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arabyang sering digunakan dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), misalnya hadis,
lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah di-latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, Ahmad
Syukuri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya

Mizan, Hidayah, Taufigq, Al-Ma’afir dan sebagainya.
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asa 3l a1 &) ey
Cmallad) &y Al daad)
A g ldana G agdl g ) A Y o 2gi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini membawa implikasi pada
keterbukaan arus informasi antar negara di seluruh dunia. Keterbukaan informasi itu
kemudian berimbas pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance). Diantara tata kelola
pemerintahan yang banyak disoroti oleh masyarakat adalah bidang pelayanan publik.
Pelayanan publik di Indonesia sering dipandang kurang efisien, prosedurnya berbelit-
belit, waktu dan biaya yang diperlukan tidak menentu, syarat konflik kepentingan dan
cenderung diskriminatif', Sehingga pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari
kata memuaskan bagi warga masyarakat.?

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengunakan segala
jenis saluran yang tersedia.® Hal ini mengamanatkan bahwa negara wajib melayani

setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam meningkatkan

' Medcom ID, Diskriminasi Masih  Terjadi  di Pelayanan Publik,

https://www.medcom.id/nasional/daerah/8kogmOrk-diskriminasi-masih-terjadi-di-pelayanan-publik,
diakses tanggal 31 Januari 2021.

2 Hikmawan Syahputra, Diskriminatif dalam Pelayanan Publik,
https://hikmawansp.wordpress.com/2012/07/10/diskriminatif-dalam-pelayanan-publik/, diakses
tanggal 31 Januari 2021.

¥ pasal 28F, Undang-Undang Dasar 1945.



https://www.medcom.id/nasional/daerah/8kogm0rk-diskriminasi-masih-terjadi-di-pelayanan-publik
https://hikmawansp.wordpress.com/2012/07/10/diskriminatif-dalam-pelayanan-publik/

kesejahteraan rakyat. Kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai
penyelenggara negara dalam berbagai sektor pelayanan, terutama dalam hal
pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.

Tugas dan tanggungjawab pemerintah terhadap pelayanan publik menjadi hal
dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan
publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.*
Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik bertujuan untuk
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik. Dalam pelaksaan pelayanan publik ini diharapkan pula
terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik, seperti kepentingan umum, kepastian hukum,
kesamaan hak, keprofesionalan, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif, tidak
diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan biaya terjangkau.’

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor

63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

* Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
> Pasal 3 dan pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik itu meliputi indikator
kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab,
kelengkapan sarana dan prasarana, akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
serta kenyamanan.®

Selama ini, indikator penyelenggaraan pelayanan publik di atas ditengarai
masih belum berjalan secara optimal yang menandai terjadinya sistem tata kelola
pemerintah yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang
belum memadai. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya keluhan dan pengaduan
dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.

Sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sudah seharusnya
pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik yang semula berorientasi pada
pemerintah sebagai penyedia, menjadi pelayanan yang berorientasi kepada
masyarakat sebagai pengguna. Pelaksanaan pelayanan publik yang baik hanya
mungkin di wujudkan oleh adanya tata kelola pemerintahan yang baik juga melalui
upaya peningkatan Kkinerja aparatur Negara yang professional, berdisiplin dan
bertanggungjawab. Pelayanan publik yang buruk merupakan pintu awal terjadinya
berbagai praktek korupsi dan malaadministrasi yang merugikan seluruh lapisan
masyarakat.

Terdapat tiga alasan pentingnya memperbaharui sistem pelayanan publik

dalam terwujudnya Good Governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja

® Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



pelayanan publik penting bagi stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor
usaha. Kedua, pelayanan publik merupakan salah satu unsur dari ketiga unsur
governance dalam melakukan interaksi yang sangat sensitif. Ketiga, nilai-nilai praktik
good governance diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan
publik.’

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama dalam
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Good
Governance adalah suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang
bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik dalam
bidang politik maupun bidang administrasi.> Dengan demikian, tentunya diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, dan nyata sehingga dalam
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, bertanggung
jawab dan juga bebas dari KKN. Konsep Good Governance muncul karena
ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang dipercaya sebagai
penyelenggara urusan publik. Penerapan Good Governance di Indonesia salah
satunya melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan
tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan kinerja pemerintah melalui

birokrasi.

7 -
Ibid.,
® Surya, dkk, Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pekanbaru, Jurnal Niara Volume 9 Nomor 2, Universitas Lancang Kuning, 2017.



Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan bagaimana prinsip Good
Governance itu diterapkan dalam tata kelola pemerintahan bidang pelayanan publik
di instansi pemerintahan. Salah satu instansi pemerintahan yang menjadi sasaran
penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
Dengan demikian, permasalahan utama dicermati dalam penelitian ini terkait dengan
mekanisme pelayanan publik menurut penerapan dari asas-asas umum pemerintahan
yang baik sesuai dengan prinsip Good Governance. Analisis tentang penerapan
prinsip Good Governance dalam mekanisme pelayanan publik tersebut, fokus
bahasannya dilandaskan atas prinsip umum atau perspektif Siyasah Idariyah. Siyasah
Idariyah merupakan bidang kajian figh siyasah yang membahas masalah administrasi
negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik menurut Islam. Siyasah ldariyah,
dalam hal ini, bisa disebut sebagai hukum Islam yang mengatur mengenai

administrasi dalam pemerintahan.’

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok permasalahan
yang akan dikaji lebih rinci dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam mekanisme
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Yogyakarta?

% Kata Idariyah merupakan masdar (infinitif) daru kata adara asy-syay’a yudiruhu idarah,
yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, Ushul al-
Idariyah asy-Syariyyah, (Bayt ats-Tsagafah, cetakan I, 2003), him. 7.



2. Apakah prinsip Good Governance yang diterapkan dalam mekanisme
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Yogyakarta sudah selaras dengan prinsip Siyasah Idariyah?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini

dipetakan sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari diterapkannya prinsip-
prinsip Good Governance dalam mekanisme pelayanan publik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip Good Governance yang
diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Idariyah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis

yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pembaca dan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai
Good Governance dalam pelayanan publik.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran mengenai bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip



Good Governance dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Riset tentang implementasi prinsip Good Governance dalam tata kelola
pemerintahan di bidang pelayanan publik telah dilakukan oleh banyak peneliti
sebelumnya. Fransisca Harpranisa Cahyani R., dalam skripsinya yang berjudul
“Pengaruh Penerapan Good Government Governance Terhadap Kualitas Anggaran
(Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta)”. meneliti
tentang pengaruh good government governance terhadap kualitas anggaran SKPD
Pemerintah Kota Yogyakarta atas dasar prinsip-prinsip good governance, diantaranya
prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, seta kewajaran dan
kesetaraan.'

Budi Mulyawan, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan
Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Kesejahteraan
Sosial Kota Palembang)”. Juga melakukan penelitian yang sama dengan fokus
bahasannya pada pengaruh pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja

organisasi di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang dalam perpektif prinsip

19 Fransisca Harpranisa Cahyani R., “Pengaruh Penerapan Good Government Governance
Terhadap Kualitas Anggaran (Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta”,
skripsi Universitas Sanata Dharma, 2019.



Good Governance. Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk melakukan
mengevaluasi kinerja organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.**

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Surya Dailiati, Hernimawati dan
Sudaryanto yang berjudul “Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas
mengenai penerapan prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan upaya
untuk menjelaskan bahwa penerapan prinsip Good Governance di instansi
pemerintahan kota ini belum berjalan maksimal karena minimnya sosialisasi
peningkatan kinerja pegawai.*?

Dengan obyek penelitian yang berbeda, Arif Cahyadi dengan judul
sebagaimana dipublikasikan dalam jurnal yang telah melakukan penelitian tentang
kualitas pelayanan publik dengan judul: “Penerapan Good Governance Dalam
Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)”. Penelitian
ini menjelaskan tingkat kualitas pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Sukolilo
telah menerapkan prinsip dan nilai Good Governance menurut ketentuan yang

berlaku.*®

' Budi Mulyawan, “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi
(Studi Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang)”, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2009.

2 Surya Dailiati, dkk, “Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Slpil Kota Pekanbaru”, Journal Niara Volume 9 nomor 2, Januari 2017.



Terakhir, Eko Kurnia Putri dan Argo Pambudi juga telah melakukan
penelitian tentang pelayanan publik di instansi pemerintah dengan judul “Inovasi
Pelayanan Akta Kelahiran Melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta”. Penelitian ini membahas mengenai inovasi
pelayanan akta kelahiran melalui e-Government. Dan juga mencari tahu faktor
penghambat dan faktor pendukun terlaksananya inovasi tersebut.**

Berbagai hasil penelitian yang dipaparkan diatas, pada umumnya mengamati
perihal prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan di bidang
pelayanan publik. Substansi penelitiannya jika dicermati memang terdapat kesamaan
dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penyusun, namun dari sisi orientasi
kajian terdapat perbedaan perspektif. Sejumlah hasil penelitian sebagaimana
disebutkan di atas, perpektifnya lebih menekankan pada aspek analisis prinsip Good
Governance, sementara penelitian ini lebih berorientasi pada perpektif Siyasah
Idariyah dalam melihat penerapan prinsip Good Governance dalam tata kelola

pemerintahan di bidang pelayanan publik instansi pemerintahan.

E. Kerangka Teoritik

1. Good Governance

B Arif Cahyadi, “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang
Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan
Sukolilo Surabaya)”, Journal Penelitian Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2016.

Y Eko Kurnia Putri dan Argo Pambudi, “Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui E-
Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Journal Natapraja
Volume 6 Nomor 1, mei 2018.
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Teori pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai “good goverment” yang
berarti pemerintahan yang bersih (clean goverment). Pemerintahan yang terkelola
dengan baik diartikan sebagai “Good Governance” atau diartikan sebagai pengelolaan
pemerintahan yang baik. Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)
sudah lama menjadi mimpi banyak masyarakat di Indonesia.

Menurut Mustopadidjaya AR dalam Faried Ali*®, bahwa kepemerintahan yang
baik (Good Governance) menjadi isu yang paling banyak dibahas adalah pengelolaan
administrasi publik. Tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah agar melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan
masyarakat dan perkembangan zaman. Tuntutan ini sangatlah wajar dan sudah
seharusnya pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang terarah peda
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Beberapa karakteristik atau unsur utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik menurut UNDP (United Nations Development Program)
memiliki delapan prinsip diantaranya, partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan
efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus, serta setara dan inklusif. Dengan
demikian, dalam penyelesaian kepentingan publik harus melibatkan multi-
stakeholders dari berbagai lembaga yang terkait dengan permasalahan kepentingan

publik tersebut.'®

> Faried Ali, “Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju
Redefinisi”, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm. 162.

6 PSKK UGM, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”,
Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2008), hal. 80
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UNDP (United Nations Development Program) berpendapat bahwa “The
exercise of political, economy,and administrative authority to manage a nations
affair at all levels”’. Yang berarti governance mempunyai tiga kaki (three legs) yaitu
ekonomi, politik dan administrasi. Economy governance meliputi proses pembuatan
keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi dan interaksi antar penyelenggara
ekonomi di dalam negeri. Political governance merupakan proses pembuatan
keputusan formulasi kebijakan pemerintahan. Sedangkan administrasi governance
merupakan implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dalam bidang administrasi, pelayanan publik dikategorikan sebagai
penggerak utama dalam mewujudnkan nilai-nilai dari praktk good governanve di
Indonesia. Karena dalam pelayanan publik masyarakat berhadapan langsung dengan
pejabat pemerintah dan menyaksikan langsung penyelenggaraan pemerintah. Proses
penyelenggaraan pelayanan publik didalamnya terdapat nilai-nilai dari Good
Governance itu sendiri yaitu efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayan publik yang sesuai dengan prinsip
Good Governance dapat dilakukan secara lebih relatif mudah dalam segala aspek
kegiatan pemerintahan.*’

Salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang administrasi
pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil).

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil merupakan instansi pemerintah yang

7 bid., him. 3
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bergerak di bidang administrasi, yang melaksanakan penyusunan dan kebijakan
daerah dibidang kependudukan, catatn sipil dan transmigrasi. Umumnya pegawai
ataupun pejabat pemerintah yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan melayani masyarakat.
Masyarakat dapat menilai terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) di bidang administrasi dari pelayanan dan kinerja pejabat atau pegawai
pemerintahan di Dinas Kapendudukan dan Pencatatan sipil.
2. Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelanggara pelayanan
publik.’® Pelayanan publik berarti pemberi layanan (melayani) keperluan seseorang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi sesuai dengan
yang telah ditetapkan.’® Dengan demikian pelayanan publik berarti pemenuhan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18A ayat (2) menunjukkan bahwa
pelayanan umum merupakan hak setiap anggota masyarakat. Sehingga hak yang telah
disebutkan dalam UUD 1945 merupakan termasuk kedalam jenis hak asasi manusia.

Pelayanan publik merupakan kewajiban bagi pemerintah, dan hak bagi masyarakat

'8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

% Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta:Pembaruan, 2005) him. 4.
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dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik, maka penyelenggaraan pelayanan
publik setidaknya memiliki standar pelayanan meliputi (1) prosedur pelayanan, (2)
waktu penyelesaian, (3) biaya pelayanan, (4) produk pelayanan, (5) sarana dan
prasarana, (6) kompetensi petugas pemberi layanan.?
Terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam
penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya yaitu:
1) Funcion, yaitu kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan.
2) Confirmance, kepuasan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah
ditetapkan.
3) Reability, kepercayaan terhadap kinerja yang berkaitan dengan waktu.
4) Service ability, kemampuan untuk memperbaiki atas kekeliruan.
5) Assurance, pengetahuan, kesopanan, dan sifat yang dimiliki bebas dari
keraguan.?*
Dengan begitu pelayanan publik yang ada di bidang administrasi terutama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setidaknya telah menerapkan lima hal
diatas sebagai standar membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Dan juga agar dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam hal kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi secara
lebih efektif dan efisien dalam menerapkan Good Governance di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

20 Husni Thamrin, “Hukum Pelayanan Publik di Indonesia”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2013), him. 25.
2! Fandy Tjiptono, “Manajemen Jasa”, (Jakarta: Andi, 1997), him. 14.
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3. Siyasah Idhariyah

Fikih Siyasah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu fikih
dan Siyasah . Kata fikih berarti pengetahuan tentag hukum yang sesuai dengan syara’
mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yaitu al-Quran dan
Sunnah. Sedangkan Siyasah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau
membuat keputusan.

Siyasah Idariyah merupakan bidang administrasi negara yang menjadi sistem,
landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Kata Idariyah berasal dari bahasa
Arab yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.’’ Dalam Surah Al-Maidah
ayat 497 :

La Gy oo & gy ) ab jdal g ab el gl A5 W g i O350 Lay g aSa) Ol g
Qo) Cxa 158 B 5" g 533 Gt pguaseany O A1 2y Ll el ) 55 ™)l 3
O 58l

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa dalam suatu perkara Kkita haruslah
melaksanakannya sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam al-Quran dan
Sunnah, bukan mengikuti hawa nafsu. Sama halnya dalam administrasi publik,
penyelenggaraan pelayanan publik haruslah sejalan dengan prinsip Good Governance
dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Bukan dengan mengikuti hawa nafsu

untuk diskriminasi terhadap orang yang akan dilayani atau pelayanan yang berbeda

22 Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, “Ushul al-ldariyah asy-Sayariyah”, (Bayt ats-Tsagifah,
cetakan I, 2003), him. 7.
% Q.S. al-Maidah Ayat 49.
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antara orang yang berpangkat dengan orang biasa. Salah satu sifat dari Rasulullah
dalam administrasi yaitu kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-
masalah administratif. Dalam Siyasah Idariyah untuk mengukur kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari realita kepentingan itu sendiri.
Untuk merealisasikan hal tersebut yaitu ada tiga indikator dalam pelayanan
administrasi diantaranya “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan,
profesional dalam penanganan”24

Prinsip-prinsip hukum Islam yang membahas mengenai pelayanan publik
terdiri dari Prinsip Tolong Menolong (7a awun), Prinsip Memberi Kemudahan (At-
Taysir), Prinsip Persamaan dan keadilan (musawah dan al-Mizan), Prinsip Saling
mencintai (Muhabbah), Prinsip Saling mencintai (Muhabbah), Prinsip Lemah
Lembut (Al-Layin), dan Prinsip Kekeluargaan (ukhuwah). Kemudian ada beberapa
asas syari’at Islam yang berkaitan dengan pelayanan publik diantaranya yaitu, At-
Taysir wa Raf’ul Haraj (memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan),

Taglilu at-Takalif (biaya murah/terjangkau), dan At-Tadarruj fi At-Tasyri’ (bertahap

dalam membuat regulasi/syari’at).”

?* Hizbut Tahrir, “Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi)”, ahli bahasa
Yahya AR, cetakan ke-3 (Jakarta:HTI-Press, 2008), him. 221.

% D Supriadi, Pengantar Filsafat Islam: Konsep, Filsuf, dan Ajarannya, (Bandung: Pustaka
Setia, 2010), him. 146.
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F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) memaparkan
dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih nyata mengenai obyek di
lapangan. Dalam penelitian hukum, penelitian lapangan merupakan suatu jenis
penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian
hukum empiris. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian hukum empiris atau
sering disebut penelitian hukum non-doktrinal adalah penelitian hukum yang
dilakukan untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum
dalam masyarakat.”®
2. Sifat penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu
penggambaran secara tepat seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian
yang dibahas untuk selanjutnya dideskripsikan lalu diklarifikasi untuk selanjutnya
dianalisis. Dalam hal ini, penyusun menjabarkan mengenai prinsip-prinsip Good
Governance dalam pelayanan publik yang terlaksana di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk kemudian dilakukan analisis terhadap

penerapannya dengan perpektif Siyasah Idariyah.

% Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997), him. 42.
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3. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian adalah yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang
dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada
dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris merupakan
pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi kekuatan hukum normatif
secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
4. Sumber data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data
primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi beserta
sumber data sekunder berupa Undang-Undang dan bahan kepustakaan yang diperoleh
dari buku dan jurnal hukum. Adapun sumber data tersier diperoleh dari bahan diluar
keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk menunjang analisis seperti ensiklopedi,
KBBI, Kamus Hukum, berita hukum atau catatan perkuliahan.
5. Teknik pengumpulan data
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan dan berhadapan
secara langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan keterangan.?’
Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas
tanpa pedoman, hanya melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan

narasumber.

%" Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him. 64.
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b. Observasi
Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan
cara pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok
dalam masyarakat atau lembaga.?®Observasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan pengamatan langsung terhadap
keadaan yang terjadi di lapangan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yang terdapat di lokasi
penelitian (lapangan).
6. Analisis data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan
analisis data kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan
induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan
menggunakan logika ilmiah. Setelah semua data dianalisis, selanjutnya akan ditarik
kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir
yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
7. Lokasi penelitian
Lokasi dari penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 23-26 Februari 2021.

%8 Soetrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), him. 42.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan yang
disertai dengan logika dan argumentasi penulis mengenai susunan dari skripsi.
Sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalahsebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
dan sistemaika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang berisi tentang teori yang digunakan dalam
penelitian beserta jabaran korelasinya, yaitu teori Good Governance, pelayanan
publik dan Siyasah Idariyah.

Bab ketiga, gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta yang berisi tentang profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta serta sistem pelayanan yang diterapkan.

Bab keempat, penyusun menguraikan analisis dari data yang telah diperoleh
dan membahas lebih lanjut mengenai data tersebut, terutama mengenai pengaruh dari
diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dalam mekanisme pelayanan publik
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya
mekanisme pelayanan yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta ditinjau dari prinsip-prinsip Siyasah Idariyah.

Bab kelima, penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari jawaban pokok
permasalahan serta membuat saran-saran yang merupakan kritik maupun masukan

yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
pelaksanaan pelayanan publik memiliki tujuan yaitu mewujudkan hubungan yang
jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak
penyelenggara pelayanan publik. Harapan warga masyarakat agar pelayanan publik
yang diberikan pemerintah dapat sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berpegang pada prinsip-prinsip Good Governance dan prinsip-prinsip dalam
pelayanan publik itu sendiri.

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah
menerapkan prinsip Good Governance dalam pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan
pelayanan dengan melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). Hal
tersebut  termasuk kedalam partisipasi masyarakat dalam meningkatkan
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta. Dengan hasil survei tersebut, dapat menjadi acuan evaluasi untu

pelayanan yang lebik baik dan berkualitas kedepannya.

89
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Dalam prinsip transparansi belum terwujud secara maksimal, yang terwujud
dengan baik diantaranya prosedur pelayanan yang sederhana, biaya pelayanan
yang gratis sehingga masyarakat pengguna mudah memahami alur pelayanan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Namun dalam
perubahan prosedur pelayanan belum tersosialisasi dengan baik keseluruh
lapisan masyarakat, masih banyak diantara warga masyarakat yang tidak
mengetahui alur pendaftaran online oleh karenanya banyak masyarakat yang
harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu baru bisa di proses
ke tahap selanjutnya. Kemudian juga karena keterbatasan sumber daya
manusia sehingga waktu penyelesaian suatu dokumen yang dibutuhkan
masyarakat terkadang tidak menentu dan tidak diberitahu kepada masyarakat
berapa lama jangka waktu penyelesaian dokumen tersebut.

Pada pandemi covid-19 ini prosedur pelayanan yang semula normal atau
dilakukan secara langsung, sekarang semua prosedur pelayanan dilakukan
secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Melalui aplikasi WhatsApp ini
masyarakat melakukan pendaftaran dan registrasi, untuk hasil produk
dokumen yang diinginkan bisa di ambil langsung ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan bisa juga melalui jasa pengiriman Pos
Indonesia.

Akuntabilitas dari petugas pelayanan juga belum maksimal dalam
memberikan pelayanan, dikarenakan masyarakat yang telah menerima produk

hasil dari dokumen yang diinginkan, tetapi belum tercantum di pusat sehingga
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masyarakat tersebut harus mengurus kembali dokumen yang dibutuhkan,
dalam pengurusan kedua kalinya untuk meminta konfirmasi atas dokumen
tersebut malah dioper kesana-kesini oleh beberapa dari petugas pelayanan
melalui aplikasi WhatsApp.

. Dalam Islam bidang yang mengatur mengenai administrasi publik yaitu
Siyasah Idariyah. Dimana Siyasah Idariyah mengatur mengenai administrasi
dalam Islam, yang segala sesuatunya berlandaskan kepada al-Qur’an dan
Sunnah. Prinsip Islam yang berkaitan dengan administrasi dalam Islam yaitu
prinsip persamaan dan keadilan, prinsip memberi kemudahan (At-Taysir),
prinsip tolong menolong (7a’awun), prinsip saling mencintai (Muhabbah),
prinsip lemah lembut (Al-Layin), dan prinsip kekeluargaan. Kemudian
terdapat juga asas-asas syari’at Islam yang berkaitan dengan pelayanan publik
yaitu, asas At-Taysir wa Raf'ul Haraj (memberikan kemudahan dan
menghilangkan kesulitan), asas Taglilu at-Takalif (sedikit pembebanan/biaya
murah), asas At-Tadarruj fi At-Tasyri’ (bertahap dalam menetapkan
kebijakan/syari’at).

Prinsip persamaan dan keadilan berorientasi terhadap hak seorang individu
dalam kebebasan, menyampaikan pendapat, bertanggung jawab dan tidak
adanya diskriminasi diantara warga masyarakat. Dengan menyediakan
ruangan khusus untuk ibu menyusui, anak-anak, difabel dan lansia, sudah

menerapkan prinsip Good Governance yang berkeadilan dan juga sekaligus
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prinsip persamaan dan keadilan dalam Islam dan juga prinsip dan asas lainnya
sudah mencakup kedalamnya.

Prinsip kemudahan (At-Taysir wa Raf’ul Haraj) masih belum terlaksana
dengan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
Dikarenakan banyak dari anggota masyarakat terutama orang tua belum
mengetahui adanya pendaftaran secara online, sehingga mereka yang terlanjur
datang ke Disdukcapil Kota Yogyakarta harus melakukan pendaftaran online
melalui WhatsApp dan tidak dibisa diproses jika belum lolos tahap

pendaftaran.

B. Saran

1. Dalam merubah sistem pelayanan dari yang manual/langsung ke pelayanan
berbasis daring/online, pihak penyelenggara pelayanan publik harus giat
mensosialisasikan kepada pengguna layanan agar tidak salah-salah dalam
melakukan prosedur pelayanan.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta harus lebih
memerhatikan jangka waktu penyelesaian suatu dokumen, yaitu dengan
menambah sumber daya manusia (SDM) untuk membantu penyelesaian
dokumen tepat waktu. Karena, dengan ketepatan waktu atau singkatnya waktu
penyelesaian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi

pemerintah dan pemerintah itu sendiri.
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